m‘ad@té@l? W

 Dosen Fkulas Hlam Unka Ame Jaa Jekarea

- Marriage of passed or marriage of mixture between different woman and men nationality not again is

_matter, Interaction between citfzen which s conduicive state border passage this matter happened,

 Eventought because each party ot one’s feet of different low, hence will bring different legal conse-
quences also some aspects in marriage. Do well by itself conjugal right status and related things in
consequence of this marriage of mixiure, Husband or wife nationality status, child nationality status
which born In marriage and arising out miscellanecus as divorcs effect/broken of the marriage is some

problemses of law Which emerge as consequence, -

Key-words shatoraitysans, chid cusadyfghe. |-

Perkawinan campuran -atau perkawinan yang dilangsungkan antar suami istri yang berbeda
kewarganegaraan bukan lagi merupakan suatu hal yang baru. Interaksi antar warganegara yang melintas
batas negara memungkinkan hal ini terjad. Namun demikian karena masing-masing pihak tunduk pada
hukum yang berbeda, maka akan membawa akibat hukum yang berbeda pula terhadap beberapa aspek
dalam perkawinan tersebut baik terhadap status hukum perkawinan ity sendiri maupun hal-hal vang
terkait sebagai akibat dari perkawinan campuran ini. Status kewarganegaraan suami / istri, status
kewarganegaraan anak yang lahir dalam perkawinan, maupun nal-hat lain yang timbu! sebagai akibat
perceraian / putusnya perkawinan tersebut merupakan beberapa permasalahan hukum yang muncul

sebagal konsekuensinya, *

Kai:a_ kunci ; status kewarg_anegar_aan, hak pemelinaraan anak

L PENDAHULUAN

dengan warga negara asing, terlepas dari

 Saat ini dalam praktek berkehidupar, di
masyarakat, banyak dijumpai pernikahan antar

bagaimana pelaksanaan dan status dari
perkawinan tersebut sebab dalam heberapa

o cuom e o e Lom Bl o2 d, oo o 3 :
W ST TS TTCTT U R ST OO AT KW
campur - khususnya pernikahan yang difang-
sungkan antara warga negara Indonesia

Em;_u:; PRSI ENLET Y ENgsE TvanG T
langsungkan dianggap hanya sebagai kedok
untuk fujuan lain yang menyimpang dari tivan
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: utama perkawman :tu send:ra

- Selain it kerapkaii duumpa: puia per»l_'_- o
masa!ahan h um"yang muncu! cias'z perkawman
' "_-'_-'antar bangsa / campuran mn Umumnya:ﬁ

pengetahuan akaa aturan hukum yang beriaku
bagi perkawman antar bangsa seﬁ:a ketlmpangan

perempuan/ |stn, balk yang menyangkut hak-
hak pnbadmya, Maupun yang menyangkut hak-
hak anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.
Selama perkawinan tersebut berjalan harmonis,
persoalan mungkin belum begitu dirasakan.
Namun saat perkawinan tersebut harus diakhiri
dengan perceraian, musatnya maka ‘saat itu
berbagas permasalahan hukum mulal muncul.
Oleh karenanya salah satu permasaiahan hukum
yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah
a. - bagaimana status kewarganegaraan anak
" dalam per_kawl_n_an c__ampura_n/
antar bangsaini?
b, bagaiména posisi dan status anzk jika
terjadi perceraian ?

IL  PEMBAHASAN
A. Pengertian Dan Sahnya

Perkawinan Campuran {Antar
Bangaz}

“Tahun 1 1974 tentang Perkawinan yang memberi -  :
~ batasan bahwa perkawanan adalah ikatan !ahlr;-
‘batin antara: seorang faki-laki dan’ perempuan':':_'__- :
_@fsebaga;__jsuaml istrl dengan tujuan membentukf. A

- _:'_}:bardacarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, . _' :'. """" :

puran da!am Unciang~Undang Perkawinan hanya .
: -membatas; _perkawinan antara dua warga negara

| I8 'yang berbeda Lengkapnya rumusan perkawman'-
'pos;m perempuan yang terdapat dalam beberapa i
‘ © 1974 yang menentukan bahwa yang dimaksud
g :'.-dengan perkaw;nan campuran dalam undang- _

bentuk : ketsdakadlian 'khusu_c,nyé" terhadap_ S

r_ga (rumah i:angga) vang bahagia dan kekaia : B

i .Seda'ngkan pengertian perkawinan cam-

campuran ada pada Pasal 57 UU No, 1 Tahun_?:'_ _

unclang ini. taiah perkawinan aniara dua orang
yang di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlaman karena perbedaan kewarganegaraan
dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing
dan salah satu pihak berkewarganegaraan In-
donesia,

“Untuk perkawinan campuran sebagaimaha
yang dirumuskan dalam Pasal 57 tersebut di atas,
dapat dilangstngkan di Indonesia maupun di luar
negeri. Untuk perkawinan yang dilangsungkan di
Indonesia dilakukan menurut ketentuan yang
termuat dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Se-
dangkan jika perkawinan campuran dilang-
sungkan di luar negeri, ada beberapa ketentuan
yang harus dipenuhi agar perkawinan tersshut
sah menurut hukum Indonesia, Pasal 56 ayat (1)
dan (2) mengatur mengenai hal tersebut. Dalam
Pasal :;6 ayat {1) ) Undang Undang No. 1 Tahun

1074 . ditendukan.bheh

Secara umum pengertian perkawinan
ditemukan datarm Pasal 1 Undang-Undang No. 1

diiangsmgkan c:is !uar Indonesua artarg dua Gr-
ang warga negara Indonesia atau seorang
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_"5-warganegara Indonesta dengan Warga negara '.
. asing: ada!ah sah balamana dltakukan menurut e

_;-pasai tersebut di atas dalam teori Hukum P@rdata
| -.;‘Internasmnai seEaEu i:erkatt d@ngan masaiah
' -j-_vaildltas perkawman Va!zdltas perkawman daiam
-_hal ini: dapat d:hhat dan 2 sis, ya!i:u vaildltas
:'essen_s_ial_,perkawman dam validitas formal
pefkawinan. Jika dilibat dari validitas essensial
(syarat materiif) pe_rkaWi_aan dalam teori Hukum
- Perdata Internasional, berkembang _beberapa
-asastentanglﬁUkuﬂiyangfﬂgunakan,YaKv1:~

1. .asas Lex Loci Celebrationis yang berarti

--bahwa validitas perkawinan harus di-
- tetapkan .berdasar kaidah hukum-dari
= fempat dimana perkawinan diresmikan

- atau dilangsungkan. :
2. :. @sas vang menyatakan bahwa validitas
~-materiil-atau essensial perkawinan
ditentukan berdasar sistem hukum dari
tempat masing-masing pihak menjadi
~warganegara sebelum perkawinan di-

langsungkan.

3. . asas yang menyatakan bahwa validitas
essensial perkawinan harus ditentukan
-herdasar sistem hukum dari tempat
masing-masing pinak berdomisili sebelum

: Pengertian. sa'h dar: perkawman campuran" o
. / antar negara sebaga:mana yang dlatur dalam; -

i essenmai atau metemi perkawman harus e

}.dztentukan berdasar dari. tempat di-

L Iangsungkan perkawman (locus Ce/ebra-'.'

_;:'_ﬁoms) tanpa mengabalkan persyaratani'_' 5
* perkawinan yang ada dalam sistem hukum
: para pihak:sebel m_perkawman 'dn'--
: __1angsun9kanm_n_*l**a | T

. Dengan demnkian tha dlcermatt maka N
batasan yang. tercantum dalam Pasal 56ayat(1)

_Undang Undang No. 1 Tahun - 1974 tentang -
-Perkawinan mengandung asas tentang valldltas

essensial perkawinan yang ke-4, Hal ini dzperkuat
dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-

‘Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang menyatakan bahwa perkawinan campuran
tidak dapat dilangsungkan sebeluin terbukti
bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan
hukum yang berlaku bagi masing-masing plhak

terpentuhi,

Adapun validitas formal perkawinan pada
umumnya ditentukan berdasarkan focus regit
acturnyaitu berdasar tempat dilangsungkannya
perkawinan (/ex foci celebrationis). Dengan
demikian hal ini berarii bahwa jika perkawinan
vang dilangsungkan sudah sesuai dengan syarat
~ syarat formal yang berlaku di suatu negara
tertentu, maka perkawinan tersebut dianggap sah
menurut hukum negara tersebut.

Selanjutnya Surat Keterangan / Surat
Perkawinan yang diperoieh sebagai bukti telah
dilangsungkannya perkawinan tersebut, ke-
mudian waiib didaftarkan di kantor Pencatatan

perkawinan dilangsungkan.
4. asas yang menyatakan bahwa validitas

Perkawinan tempat tinggal mereka dalam waktu
1 (satu) tahun setelah suami isiri tersehul kembali
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: .'f_-d: wﬂayah Indcnes:a dan dlcatai: eh pegawal '
A !pencatatyang berwenang Haim ebagazmana_
:;'tercantum daiam Pasal 56 ayat o
: _"..Undang No. 1 Tahun' 19?4 yang. menenmkan o
’.f.'bahwa dalarn waktu 1 tahun setelah s__ mt lsten R
_' fu kembaii c!s w;layah EﬂdoneSla, _ _

o perkawman mereka harus. dfdaf‘tarkan-dl' Kantor'

'Pencai:atan Derkavwnan tempat tmggal mereka,
dan Pasai 61 ayat (1) Undang- Undang No. 1
Tahun 19?4 tentang. Perkawman yang menya-
takan bahwa perkawman campuran dxcatat oleh
'pegawal pancatat yang berwenang Dengan
d:daﬁar dan d:ca;atkan di kantor Penc:atatan
'Perkawman, maka perkawman campuran yang
dllangsungkan di luar 1 negeri tersebut menjad;
'-dzakua di Indonesm [ S
Demlkxan pula - bita ter}adl percera!an
dengan segala akibat: hukumnya, maka dalam
Hukum Perdata Intemas;onal berkembang
beberapa asas yang dijadikan patokan untuk
menyelesaikan masalah perceraian dari per-
kawinan campuran / antar bangsa ini, vaitu dapat
diselesaikan berdasarkan pada berlakunya-asas
fex loci celebrationis, joint nationafity (ke-
‘warganegaraan yang sama - salah satu pihak
mengikuti kewarganegaraan pihak lain), joint
residence atau domicily of choice2 setelah
perkawinan atau bisa juga berdasar pada hukum
tempat digjukannya perceraian (/ax foci forum)3.

B,  Siatus Kewarganegaraan Anak
Dalam ?erkawman Campuran (ﬁniaa“

'__'jmuncu! da!am perkawinan campuran adalahf:
o 'i'r_tentang status kewarganegaraan anakyanglahir -
. 5.daiam perkawman ini. Sebelum’ berla}(unyajf":_'.:.'__" _
‘Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
- .'Kewarganegaraan, kewarganegaraan anak hasni:“"':_:‘:: _
-_'_perkawman campuran antara seorang. pe-.'.'},ﬁ:_ﬁ
"rempuan warganegara Indones:a dengan laki- - '

laki warganegara asing, secara ctomatis akan -
mEngzk_uts_kewa_rganegaraan ayahnya. Hal inj
seésuai dengan yang tercantum dalam Pasal 3
ayat (1) Undang-Undang No. 52 Tahun 1958
tentang Kewarganegaraan Inidikarenakan In-
donesaa dalam penentuan kewarganegaraan
menganut asas ;ussangwms“ o

“+ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bila

:terjadi perceralan dan hak perwalian anak

dfserahkan kepada siibuyang berwarganegara
Indonesa_a, inaka anak yang dilahirkan akan tetap
mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Dan
s’ébagai warganegara asing yang menetap di
Indonesia, maka terhadap anak tersebut berlaku
juga peréturan keimigrasian sebagaimana hainya
yang berlaku bagi warganegara asing dewasa
lainnya. Hal ini tentu cukup merepotkan dan
menjadi beban bagi pihak mantan istri (jika
perkawinannya putus karena perceraian atau
kematian) berkait dengan urusan administrasi
kelmigrasian maupun beban financialnya. Istri/
ibu harus secara berkala mengurus izin tinggal
bagi anaknya, karena menurut Pasal 24 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1992
tentang Kelmigrasian ditentukan bahwa setiap

3.958 %:eniang Kewargamgaraan
Salah satu permasalahan hukum yang

srang-asing-yang-berade-diwitayatr-Indonesis
wajib memiliki izin keimigrasian yang berupa izin
Singgal?®, Izin Kunjungans, Tzin Tinggal Terbatas?,
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: ':maupun Izm imggai Menetaps

'd:maksud dalam Pasa f%_-dan Pasal 'S-Jberada_
secara sah atau Iah:r d: wdayah Negaia Repubhk o
Indonema Adapun mengena; p0515| anak yang

' changgap sebaga: warganegara asmg, ketentuan’ -
ke:mtgrassan yang berlaku atasnya adalah

‘sebagain m'PasaI 45, aya?:(Z)_ .

Peraturan Pemenntah Ho. 32Tahuﬂ 1994 tentang
Visa, Izm Masuk dan Izm Kexmlgrasaan yang
menyatakan bahwa anak yaﬂg lahu' di: Indonesna
berumur di bawah 18 tahun dan beium kawm
dari: Ibu warganegara Zinc!ene51a dan ayahnya
hc!ak ai:au belim memilikii izin ke{m;grasran, dapa’t
diberikan izin tinggal terbatas,

.-Berdasarkan . keteni:uan ini, anak yang
masu_h;berstatus warganegara asing dan untuk
sementara i:'inggai bersama ibu.vang ber-
kewarganegaraan Indonesia, harus memiliki Izin
Tinggal Terbatas yang pada waktu tertentu harus
diperbaharui masa berlakunya. Walaupun
sebenamya undang-undan'g; ini mem_béz'i toleransi
60 hari- bagi warga negara asing untul. bisz
tinggal di Indonesia, seteleh masa berlaku izin
tinggalnya habis. Hal ini sesuai dengan yang
diatur dalam-Pasal 52 Undang-Undang No. 9
Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yang menyata-
kan bahwa memberi kelonggaran batas wakiu

L o _'-tersebut warganegana asing yaﬂg i:}emangkutan'_f." S
Hal ini diperkuat dengan ketentua__yang_, - tidak atau beium | ‘mengurus kembali izin

diatur-.dala Pasal 46 Peratu'ran Pemerm@éh Moo __'.'"-?:mggalngfa maka ia sesuai. Pasa! 52 Undangﬂ-i:{_ Lh

r_'yang muﬂg%ﬁn d[aiamz adé[ah yang b@mangku@n_ e
a%{an d;c%epsrtasg / dausgr dari Iﬂdmessa

ﬁai i dsrasakan sangawdak adil bagt zsm_ | _

1 ] /ibL 59cara khusus Esag; peeempuan karena tlda'{'f.._' B
_ada hak hag; ibu. /. pemmpuaﬂ uniuk ékut .
imenentukan kewargan@gaman anaknya Jska

'_'-ciliahat pada Kcﬂvensu Penghapusan Terhadap.:

Sega 2 Banmk Dlsknmmasﬁerhadap perempuan
(CEDAW), ha! ini mempakan salah satu b@ntuk_

'dlskﬁmmasq tersebut dan dsanggap maia *‘sggar_

'keteﬁtuaﬂ mu Hal ;mtampak dalam. Pasal@aya‘t .
(2) KGﬂWﬂS; Penghapusan: Terhadap Segaia
B@ntuk Dlskﬁmmaa Terhadap Perempuan yang
diratifitasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun
1984, vang menyaizkan bahwa negara-negara
peserta konvensi wajib memberi hak yang sama
kepada pererpuan dan laki-laki berkenaan
dengan ?ewargamagaman anak-anak mereka.
kA dfiihat dari Pasal 9 avat (2) Konvensi
CEDAW ini, maka Pasai 3 Undang-Undang No.
62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan tadi
memperiihatkan adanya diskriminasio jenderl0
karena masih berpegang pada sistem pa-
triarkhi®yang memberi tempat sangat ekslusif
bagl kaum iaki-iaki/ suami, Laki-laki / suami
mendapal ternpat utama dalam segala hal

sampai-60-hart-bagh-warganegarsasingyan
telah habis masa berfakunya dan masih tinggal
di Indonesia. Namun bila lewat dari masa

R S BT RIS O DR R
putusan-keputusan penting selalu ada dalam
tangan laki-lald / suami termasulk dalam
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L '__imenentukan kewarganegaraan anak

B - Statu '};ewarganegaraan anak yang"’_
'___r:;secara 'ukum menglkuh ayahnya secara"--..r_

o= 'd;mungk;nkaﬁ bna anak tersebut telah mencépal |
“usia 18 tahun sebagazmana tercantum daiam_ o
'-_Pasal 3 Undang»Undang No 62 Tahun 1958

-' tentang Kewarganegaraan D:sampmg masaiah
umur, ada beberapa persyaratan lain yang periu
dllengkapl sebaga;mana yang tercantum daiam
Pasai 4 Undang Undang No. 62 Tahun 1958
tentang i(ewarganegaraan ini, yattu bahwa anak
tersebut lahir dan bertempat tmggai di Indone-
sia; ayah/ lbunya iahlr dan mempakan penduduk
Indonesia serta’ dengan menjadl warganegara
Indonesia t:dak menyebab:(an yang hersangkutan
menjadl berdwi- -warganegara (h:patnde/
berkewarganegaraan ganda). Bila semua syarat
telah dipenuhl maka istri / ibu mengajukan
permohonan ke Menteri Kehakiman melalui
Pengadifan Negeri atau Perwakilan ‘Republik In-
donesia dari tempattmggal yang disetugm Dewan
Menten Hat ini diatur daiam Pasal 3 ayat (2)
dan (3) Undang Undang No. 62 Tahun 1558
tentang Kewarganegaraan J

€. Status Kewarganagaraan Anak
Dalam Perkawinan Campuran (Antar
Bangsa) Menurut UU No, 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan

" :Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada’ 11
Jui 2006 menggantikan Undang Undang No. 62_3 S
: j-'Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan e

_n_dang ini pun menganut be
rap: perti antara lain : .
ok _asas ssangwms(iawofb‘zeb/oaa)yal

i -_____-__asas yang menentukan kewarganegaraan_ :
S _'seseorang berdasar}@n keturunan, bukan o

| berdasarkan negara tempat kelahiran.

2. iasas Jus solj (iaw of the sof): secar_a' -
- t!erbatas-_-yaitu ‘asas yang menentukan .

*kewarganegaraan seseorang berdasarkan
negara tempat kelahiran, yang diber-
lakukan terbatas bagi anak-anak sesuai
dengan ketentuan yang diatur da!am
undang-undang ini. =

3 asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas
yang menentukan satu kewarganegaraan
bagi setiap orang.

4, asas kewarganegaraan ganda terbatas,
yaitu asas yang menentukan kewarga-
negaraan ganda bagi anak-anak sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam
uncfang undang inl

Namun demikian dalam undang-undang ini
terdapat perbedaan yang cukup mendasar berkait
dengan penentuan status kewarganegaraan anak
yang lahir dalam perkawinan campuran di-
bandingkan dengan vang diatur dalam undang-
undang sebelumnya. Bila dalam Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 {entang

—adU T Pefefintah teign mehsahikan dan
memberiakukan Undang-Undang Kewargane-
garaan yang baru, yaitu Undang-Undang No., 12

Kewarganegaraan menyatakan bahwa anak yang
lahir dalam perkawinan campuran dimana ibu
adalah warganegara Indonesia dan ayah adalah
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'jwarganegara Indonesxa Hai lm dapatdlhhaL pada'__'.._ o
'_DasaHUndang Undang No lzTahun 2(386 huruf

ddang,. yang. menentukan bahwa warga Negara
' Indonessa adalah setxap erang yang berdacarkan
~ peraturan peru ndang undangan - dan/atau

berdasarkan perjanjian : Pemermtah Repubhk_ _

Indonesta dengan pemermi:ah Negara lain,
merupakan warga Negara Indonessa, atau anak

yang tah:r dari perkawman yang sah dan seorang

warganegara asmg dan :bu warganegara Indo-
nesaa, atau anak yang Iahar d: Iuar perkawman

yang: sah dara seorang abu warganegara Indo- '

nes&a

dengan ketentuan yang terdapat daiam Pasa! 5
ayat (1) yang menentukan ba_hwa anak warga-
negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan
yang sah; belum berusia 18 tahun atau belum
kawin diakui :secara sah oll_e'h ‘ayahnya yang
berkewarganegaraan asing, tetap diakui sebagai
warganegara Indonasia. ER

- Jika kita melihat pada keteni:uan yang
mengatur status kewarganegaraan anak yang
lahir di fuar perkawinan yang sah, ini adalah
semata-mata hanya untuk memberikan per—

lindungan.terhadan.anak-te

kewarganegaraannya saja. Hal ini sejaian dengan
ketentuan dalam Pasal 7 Konvensi PBB tentang

Pasai 4 huruf g tersebut d: atas d:pertegas |

\nak " Jng menyatakan bahwa
nak kan dsdat‘tarkan segeraisetela

L tha anak akan mengas:i: i:anpa kewarga» i
5 nagaraan S e S
“Hal yang 5ama juga d;atur dalam Undang—- a

'Undang No.:39 Tahun 1999 teniang Hak Asasi .
Manusm, Pasai 53 ayai:(z) yang berbunyz “setlap =
_anak segak keiahtrann\/a, berhak atas suaty nama: _

dan status kewarganegaraan” RN
Dengan ketentuan sepert tersebut dalam'. a3

___'pasai pasai di atas, ‘maka status - kewarga-”

' rnegaraan anak menjadi mengikuti kewargane-. _
_-'garaan :bunya Hal .ini-dapat berlangsung-

' :selamanya ‘atau jika anak yang bersangkutan

telah: beru51a 48 tahun, maka ia dapat me-
nentukan -/ memilih sendiri kewarganegaraan
se:ua; éengan keihginannva.

‘Hal ini berlaku juga jika ketentuan Pasal 4
huruf ¢, huruf d, huruf b, huruf | dan Pasal 5
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menye-
babkan kewarganegaraan ganda, maka anak
yang salah satu kewargansgaraannya adalah
Indenesia, harus memilih salah satu kewarga-
negaraannya itu (Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 25
ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006).
Kewajiban memilih ini harus dituangkan dalam

bentuk pemyataan i;eri:uizs dan diserial dolumen

eiaks'a“naan hak haki ini khususn'ya”. e

3 AR T Py kel Eul’ii (i R
parundang~undangan, serta harus disampaikan
pada pejabat dalam wakiu paling lambat 3 tahun
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: -_seteiah anak berusza 18 tahun, atau sesuciah i

' ._kaw;n (Pasalsayat (3)Undang Undang No 12'- '
 Tahun 2006). Hal ini- ‘menunjukkan bahwa. .
-Unda_,g_Undang No. 12 Tahun 2006 pada .

- dasarnya tidak mengenai kewarganegaraan -
J.'_:_;;'._gaﬁda (bfpamde) ataupun tanpa ke o

' "negaraan (apafr/de) Kewarganegaraah' ganda
yang d:ber:kan kepada anak daiam undang—
undang ini merupakan suatu pengecuahan
Lebah lanjut; akabat dan ‘adanya status
kewarganegaraan ganda terbatas pada anak

'yang Eah;r daiam perkaw;nan campuran,’

berdampak pada penyeienggaraan admmlstrasa
kependudukan, baik dari segz pendaftaran
’_penduduk maupun pencatatan sm:tnya Dari
'sudut pencatatan sepil akta~akta yang d;terb:tkan_
dapat dlkatakan merupakan dokumen yang
pentmg daIam menentukan status seseorang
dari segi publik maupun perdatanya. 0Oleh sebab
itu, kejelasan status kewarganegaraan anak
mutlak -diikuti dengan kejelasan  administrasi
kependudukan, Pencatatan sipil untuk kewarga-
negaraan ganda terbatas tergantung pada tempat
peristiwa kelahiran ( di dalam atau di luar negeri),
waktu kelahiran (sebelum atau sesudah
berlakunya Undang-UndangNo. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan), dan penerbltan
dokumen akta, :

- Untuk anak yang lahir sebe!um berlakunya
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan, dapat mengajukan surat
permohonan untuk mempem!eh kewaaga-

i§] Hutuml .a.! suuuc ""' IS Fiak i
Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

~ No. M. 01 HL 03, 01 Tahun 2006 tentang TataCara
"Pendaftaran Untuk: Mempeoieh Kewarga?.._.-
negaraan Repubhklndones:a ﬁerdasarkan Pasai'-f' _
-;41 Dan Mempercleh Kemba!z Kewarganegaraan? L
_ 'Repubhklndones;a Bardasarkan Pasa 42UUNo.
' iz Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;::

Repub!ik IﬂdoneSIa

0. .'Si:atus dan Posasn Anak Jika Temadz :
“ . Perceraian Dalam Periawinan
' -":_tampuran (Antar Bangsa) - -
. Permasalahan hukum lain yang - kerap.'_
muncul daiam perkawinan adalah masalah hak

pemelzharaan anak - lebih khusus bagi anak ds_ i
'_:fbawah umur- akibat putusnya perkawinan karena
terjadi perceralan. Perebutan akan hak asuh 7o

pemel;hara_an ini kerap ditemui dalam proses
perceralan; tidak terkecuali dalam perkawinan
campuran / beda bangsa. Bahkan dalam
perkawinan campuran / beda bangsa per-
masalahan yang muncul lebih kompleks dan rumit
dibanding dengan perkawinan biasa (dalam arti
suami istri satu kewarganegaraan). Hal yang
menyebabkan kompleksitas permasalahan
hukum tentang hak asuh / pemeliharaan atas
anak inl; tidak terlepas dari sistem hukum yang
berlaku atas perkawinan suami istri sebelumnya,
seria status kewarganegaraan anak itu sendiri.

Seperti yang telah disebutkan sebelum-
nya, bahwa perkawinan campuran dapat
dilangsungkan di Indonesia maupun di luar

negerz Jika perrﬁawman di iangsungkan di Indo-

an Pasaf 58 ayat (2), maka aturan hukum yang
dipakat adalsh aturan hukum yang berlaku di In-
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' bahwa kedua orang tua wajsb memel;hara dan
mendldik anak-anak mereka sebask~bazknya
Artmya bahwa suam: istri: tetap memiliki
kewajsban terhadap anak bahkan setelah mereka
bercera; sekalipun, e L

Tetapu jika ter;adl persehsman mengenm
penguasaan anak, maka keputusan atas hak
pemeliharaan ditentukan oleh Pengadilan dengan
memperhatikan usia.serta kepentingan anak.
Umumhya jika'anak ‘masih di. bawah' umur /
masih kecu hak pemel:haraan 7l asuh b:asanya
diserahkan pada:ibunya dengan’ tldak meng-
hlfangkan kewa;:ban ayah untuk bertanggung-

Jawao Btasanya dalam. pumsan pengadﬂan yang i

membenkan hak pemei:haraan / -asuh anak
kepada tbunya suami / ayah dlberi kewajaban /
beban untuk menanggung biaya pemelzharaan
anaksebagai _bentuk_tanggung}aw_abnya.
Dalam perkawinan campuran, hal inf pun
berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 41
huruf b Undang Undang No., 1 Tahun 1974
semua i}laya ;:aeme!;haraaﬂ dan p@ndadzkan vang
diperiukan anak, dibebankan pada ayahnya,

AR ':kelmagrasmn an.ak. bxsaya pembayaran pajak-bagu- o

e OF e _dan baayaubiaya lain yang dlperlukan L
'.Undang No. '-..1 ahun"'1974 'ang menyatakan-' - :'menanggung biaya pemeliharaan anak berlaku__-: o

o 'sampal anak itu kawin atau dapat berd:n sendiri;

Hal ini sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) Undang-i _

donesaa Oleh karana "t' 'dalam ha --_penentuan O keau

peit halnya perkawinan biasa (satu_-fj:___
'anegaraan), maka. kewajlban ayah .

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawman
yang menyatakan bahwa kewaiiban orang tua -
yang cﬂmaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku
sampai anak it kawin atau dapat berdiri sendii,
kewajlban mana berlaku terus mesktpun
per_kaw:_na_n antara kedua orangtua putus. Hal
ini-sesual juga dengan Pasal 16 Konvensi
Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskri-

‘minasi Terhadap Perempuian, yang menyatakan
bahwa 'suami 'dan istri mempunyai hak dan
' :tanggung jawab yang sama daiam hal peswahan,
'-_pemehharaan pengawasan dan pengangkatan
‘anak Artinya hak dan tanggungjawab terhadap

anak berkast dengan hal pemeliharaan menjadi
beban orang tua walaupun keduanya sudah tidak
lagi terikat dalam perkawinan.

- .- Sedain berkait dengan masalah siapa yang
berhak atas hak asuh / pemeliharaan dan siapa

yang harus menanggung b:aya pemeiaharaan

berbeda %(ewarganegaraan, permasalahan
nukum lain yang mungkin timbul adalah berkait
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' "f:-'untuk tidak-_’dlptsahkan dengan orangtuanya -
. -_walaupun orangtuanya berp;sah sejauh ha! 1tu.3 :
_ untuk kepentmgan terbask bage anak ity ﬁendzri _
' dan tidak: membahayakan hedup anak. Dengan-

demsklan, harus dibuat kesepakatan mengenm
waktu dan tempat berkun]ung baga kedua be!ah
pnhak TREERLEE

m. Penutup
A K@smpulan :
Berdasarkan dart uraian df atas, maka
dapatd;sampu!kan bahwa VEY
1 ...-.-_.Status anak yang !ah:r dalam suatu
' "-_perkawman campuran, yaiw perkawman
“yang dllangsungkan antara suami |stn
. yang masmg-masmg tunduk pada hukum
“yang berbeda, berdasarkan pada aturan
*yang berlakuy, yaitu Undang Undang No.62
e Tahun 1958 dan Undang-Undang No. 12
" Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
terdapat perbedaan. Dalam Undang-
Undang No. 62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan, status anak vang lahir
dalam perkawinan campuran / antar
“bangsa secara otomatis akan mengikuti

e .'_-dengan hak kunJungan bagl salah sai:u pihak-yang o

' 'engan pﬂa warganegara asmg, maka'
nak. tersebut berstatus sama sepes't
: :ayahnya ya;tu sebaga; warganegara as:ng
gan demikian terhadap anak terseb 3
:'barlaku "ga segala ketentuan kezmi
-grasian: berkait dengan prosedur dan;j‘;

2 .'2806 tentang Kewarganegaraan yang: -'

L ?."menggant:kan Undang-Undang No, 62 -

e -’Tahun 1958, maka status anak yang fahir. B

'.cfaiam perkawman campuran, jika lbunya:--' '

-+ adalah warganegara Indonesia dan

- ayahnya warganegara asing, ia dianggap.

sebagai warganegara Indonesia mengikuti -
keWarganegaraan ibunya, sampai ia dapat
-menentukan/memzhh kewarganegaraan
R =sesua| keinginannya. =
2 :Po_sysa «dan 'status anak jika terjadi
perceraian dalam perkawinan campuran,
secara umum berlaku bahwa suami istri
yang telah bercerai tetap mempunyai
beban dan tanggungjawab yang sama
- terhadap anak dalam hal pengasuhan /
- pemeliharaan, Hal yang berkait dengan
stapa vang berhak untuk mendapatkan hak
asuh / pemeliharaan, didasarkan pada
kesapakatan para pihak demi kepentingan
dan kebaikan anak, tetapi jika mengaiami
kebuntuan maka putusan tersebut akan
diberikan oleh pengadilan. Namun biasa-
nya anak yang masih di bawah umur,

Ei“wa.gamga.mn uyci:‘inyca. Betrgan
demilian jika terjadi perkawinan antara
perempuan warganegara Indonesia

Lsmcu..im t..E&:J;CIiIl 513”& a.‘:su;I ]’ pt:illt‘ﬁhd!acili
ibunya - terlepas dari status kewarga-
negaraan anak. Jika demikian, maka suami
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. '-?'.admmistraﬂ izin tinggal. Namun ber-
-+ dasarkan Undang—»Undang No. 12 Tahun' -




R dlben beban untuk menanggung blaya
: '_.-pemehharaan yang berupa biaya h;dup, -
g8 _:pend;dikan, ‘ataupun blaya b;aya ta;n -
_ : _berka:t dengan admm:stram kesmsgrasnan o
R ]1ka anak berstatus warganegara asing -
- sampai anak tersebut dewasa / dapai:---'

""::f'".berdm ‘sendiri sebagal bentuk per-

:_:'f;';tanggungjawabamya AR

B ‘Saran

Dari pembahasan atas berbagar per-
masalahan dalam tufisannya inf, maka saranyang -
dapat dikemukakan antara lain ‘bahwa pe- -

laksanaan dari Undang-Undang No. 12 Tahun

12006 tentang Kewarganegaraan berkenaan
- dengan status anak yang lahir dalam perkawinan . -
L camipuran, hendaknya dapat dzkaltkan dengan':
. ketentuan lain yang berlaku seperti Undang-
-.';-'-Undaﬂg Perkawman Undang Undang HAM,
: __-';Uradang—Undang Ke;mlgraStan maupun k@tentuani_-._-
+lain “tanpa menimbulkan tumpang tindih'baik © -
'-'dalam pemahamannya maupun palak_anaannya
- ‘pasal-pasalnya. Dengan demikian hak-hak anak_
 yang terkait dengan berbagai hal yang timbul
- 'séba:t_;ai akibat perkawinan maupun putusnya
: 'pefkawinan "o'rangtuanya yang berbeda ke-
P Warganegaraan, tidak diruglkan ----- S
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e (&ndn@?es)

'j:R:dwan Khalrandy, dkk Pen antar Hukum Perdata Intemasnonal Indonesia, Yogyakarta: Gama .
-'-'_;:'Medla,1999 hlm 136. : R

;-._Q_"_Tempat tlnggal seharl-hari secara permanent / terus menerus sesyai dengan pihhannya untuk waktu :__ _
1x __;'::yaﬂg tidak tertentu dan tidak terbatas. '
. Asas ya_ng__me_nya;takan bahwa hukum yang berfaku adalah hukum tempat domisili hakim dimana

- gugatan cerai diajukan. -

10

1

~-Zulfa Djoko Basuki, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak Tinjauan Dari
- Segi Hukum Perdata Internasional, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005,him. 109.

Izin untuk -berada di wilayah Indonesla yang diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah
di Indonesia dalam perjalannya menuju atau meneruskan perjalanan ke suatu Negara fain.

Tzin untuk kunjungan singkat dalam rangka tugas pemerintahan, kegiatan

sosial budaya atau usaha.

Izin yang diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan keimigrasian dan mengajukan
permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia baik karena pekeraannya
atau alasan-alasan lain yang sah,

Izin yang diberikan kepada orang asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-
turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta
memenuhi persyaratan lain yang akan diatur dengan Peraturan Pemeiintah,

Setiap pembedaan,pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang
mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan
atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi,
sosial, budaya, sipil atau apaun lainnya oleh kaumn perempuan, terlepas dari status perkawinan
mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pembedaan jenis kelamin yang tidak hanya berhenti pada jenis kelamin saja, tetapi juga pada
persepsi yang ada pada masyarakat tentang apa yang boleh / tidak boleh dilakukan untuk lebih
memfokuskan/memperjelas perbedaan tersebut.

Suatu faham yang memberikan tempat yang utamaylebih tinggi pada pria dalam strukiur masyarakat
yang menarik garis keturunan dari pihak ayah.
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